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BAB IV 

 PENUTUP 
4.1 SIMPULAN 

Berdasarkan beberapa pembahasan yang berhubungan erat dengan masalah 

yang dirumuskan dalam skripsi ini tentang Kewajiban Debitur Membayar Utang 

dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

a) bertalian dengan diberikannya hak kreditur untuk mengajukan permohonan 

PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan kreditur mengajukan permohonan PKPU bagi 

debiturnya adalah untuk mendapatkan kepastian terhadap piutang yang belum 

dibayar oleh debitur. 

b) Suatu keadaan dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya, 

disebabkan oleh kesalahan debitur dalam mengelola hartanya, sehingga harapan 

debitur dalam PKPU, ia diberikan penangguhan pembayaran utangnya dalam 

jangka waktu tertentu dan bersamaan dengan itu ia dapat melakukan 

restrukturisasi utang atau menjadwal ulang utang-utangnya (reschedule) melalui 

rencana perdamaian. Dalam rencana perdamaian tersebut suatu keuntungan 

debitur adalah ia dibebaskan dari segala bunga, penalti, dan/atau denda atas 

keterlambatan utangnya yang lampau, sehingga dengan ini akan meringankan 

debitur untuk dapat melanjutkan pembayaran utangnya. 

c) Setelah dikabulkannya PKPU dan dilakukan pengesahan perdamaian 

(homologasi) oleh pengadilan, akan tetapi debitur tetap tidak dapat memenuhi 

kewajibannya dalam membayar utang kepada para kreditur. Sehingga, dalam hal 
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ini kreditur diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut pembatalan 

terhadap perdamaian yang telah disepakati sebelumnya dengan debitur. 

Kemudian dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut, debitur harus 

dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

4.2 SARAN 

Dalam akhir penulisan skripsi ini, saya merekomendasikan kepada 

pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi debitur yang ingin memperbaiki 

keadaan keuangan dan melanjutkan pembayaran utangnya melalui PKPU, dengan 

memberikan jaminan kepastian bahwa kreditur akan menyetujui permohonan 

PKPU yang diajukan oleh debitur. Selama ini persetujuan PKPU ini hanya 

bersandar pada perhitungan suara kreditur saja. Sehingga apabila dalam 

perhitungan suara kreditur berujung tidak sepakatnya kreditur, maka segera debitur 

dinyatakan pailit. 

Seandainya memang diberikannya hak kepada kreditur untuk mengajukan 

permohonan PKPU tersebut memberikan bermanfaat bagi kreditur untuk 

mendapatkan kepastian terhadap piutang yang dimilikinya, maka seharusnya 

kreditur dipastikan juga akan setuju dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh 

debiturnya. Sehingga, dalam hal ini saya menyarakan kepada pemerintah, 

khususnya pembuat undang-undang untuk memberikan pembaharuan hukum 

kepailtan dan PKPU dengan memberikan jaminan kepastian kepada debitur atau 

sekurang-kurangnya hakim dapat memiliki pertimbangan tersendiri dalam 

menyetujui permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur. 
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